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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
WALIKOTA PASURUAN,

 
 

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 
Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Pasuruan perlu menetapkan 
saldo awal realisasi 
struktur organisasi di lingkungan Pemerintah 
Kota Pasuruan; 

b. bahwa berdasarkan pertimb
maksud pada huruf a
Peraturan Walikota tentang 
Saldo Awal Etintas Akuntansi Tahun 2017
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PASURUAN, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 
Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Pasuruan perlu menetapkan 
saldo awal realisasi sesuai dengan perubahan 
struktur organisasi di lingkungan Pemerintah 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
maksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pencatatan 
Saldo Awal Etintas Akuntansi Tahun 2017 dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan; 

Mengingat... 

SALINAN  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Undang-Undang ... 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

 

 

14.  Peraturan ... 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07); 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kota Pasuruan; 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PENCATATAN SALDO AWAL ETINTAS AKUNTANSI 
TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH KOTA PASURUAN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB I ... 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 
Pasuruan. 

2. Saldo Awal adalah dasar pencatatan keuangan 
tahun berjalan yang didapat dari akhir pencatatan 
keuangan tahun sebelumnya. 

3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh 
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

 

BAB II 

SALDO AWAL LAPORAN KEUANGAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Saldo Awal akun neraca pada laporan keuangan 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dicatat 
sesuai saldo audited Perangkat Daerah per 31 
Desember 2016. 

(2) Perangkat Daerah yang baru terbentuk sebagai 
entitas akuntansi mencatat saldo awal akun 
Tahun Anggaran 2017 dengan nilai sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

(3) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi kas diuraikan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 

 

 

(4)  Daftar ... 
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(4) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi piutang  diuraikan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

(5) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi penyisihan piutang diuraikan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

(6) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi persediaan diuraikan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

(7) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi aset diuraikan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

(8) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi laporan realisasi anggaran diuraikan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

(9) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas mutasi laporan operasional diuraikan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

(10) Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan 
atas laporan perubahan ekuitas diuraikan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini 

 

BAB III 

JURNAL 
 

Pasal 3 
 

(1) Implementasi Perangkat Daerah yang baru 
berdampak pada adanya distribusi akun aset, 
kewajiban, dan ekuitas sehingga harus dicatat 
sebagai transaksi akuntansi melalui proses 
penjurnalan. 

 

(2)  Penjurnalan ... 
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(2) Penjurnalan atas mutasi hak dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 

a. jurnal atas mutasi kas; 

b. jurnal atas mutasi piutang; 

c. jurnal atas mutasi penyisihan piutang; 

d. jurnal atas mutasi persediaan; dan 

e. jurnal atas mutasi aset tetap. 

 

Pasal 4 
 

Jurnal mutasi hak dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harus diungkap secara 
memadai dalam catatan atas laporan keuangan entitas 
akuntansi dan catatan atas laporan keuangan 
Pemerintah Kota Pasuruan sebagai Laporan 
Konsolidasi. 

 

Pasal 5 
 

Tata cara pencatatan saldo awal disusun sebagai dasar 
penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2017. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 28 Desember 2017 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

SETIYONO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 28 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 60 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
YUDHI HARNENDRO, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19681027 199403 1 008 

 


